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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paska reformasi, terjadi pergeseran-pergeseran dalam memaknai dan
mengimplementasikan demokrasi pada tingkat lokal di Indonesia. Perubahan dan
transisi terjadi di seluruh penjuru negeri, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika
demokrasi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh efektifitas kebijakan yang
dilakukan pemerintah pusat. Keterbukaan politik yang dirasakan belakangan ini,
pertumbuhan civil society, kebebasan media dan tuntutan akuntabilitas pemerintah
telah memberikan faedah nyata dalam perkembangan demokrasi lokal di

Indonesia.

Tantangan bagi penguatan demokrasi atau konsolidasi demokratisasi
adalah bagaimana memberikan akses demokrasi kepada masyarakat lokal dan
pembentukan serta penguatan institusi-institusi demokrasi. Di titik inilah
desentralisasi melalui perwujudan otonomi daerah memiliki peran penting dalam
konsolidasi demokrasi. Peran desentralisasi dalam konsolidasi demokrasi tersebut
berasal dari adanya proses demokrasi yang memotivasi otoritas lokal dalam

menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, salah satu pemikiran diterapkannya otonomi daerah dan
desentralisasi adalah institusi demokrasi lokal akan lebih memahami dan
merespon aspirasi lokal karena jika dilihat dari aspek jarak, institusi dan
masyarakat lokal yang dekat, mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap

informasi, pelayanan dan diharapkan aspiratif terhadap situasi dan kondisi lokal.



Otonomi daerah melalui Desentralisasi bukan hanya persoalan pengaturan
hubungan antar berbagai tingkatan pemerintahan namun juga merupakan
persoalan mengenai hubungan antara negara dan rakyatnya. Kebijakan
desentralisasi bukanlah tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah semata
namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat lokal sebagai subjek dan
individu-individu yang memiliki hak utama dalam penyelenggaraan kehidupan
lokal dan sistim politik lokal.

Secara prosedural, demokrasi di daerah ditandai oleh pemilihan umum
lembaga perwakilan dan pemilihan umum kepala pemeritahan dalam periode lima
tahunan. Pada tingkat lokal, Agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan
terangkai dalam lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
melalui proses pemilu legislatif daerah, dalam hal ini demokrasi perwakilan di
perkuat dengan pemilu kepala daerah yang demokratis pula.

Wujud dari pemilu legislatif daerah adalah memilih partai politik dan
calon anggota DPRD sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya, partai
politik tertentu melalui fraksi-fraksinya di DPRD dapat mengajukan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah untuk berlaga dalam pilkada langsung. Sistim
demokrasi lokal di Indonesia adalah jelas mengamanatkan partai politik sebagai
pilihan politik.

Namun demikian, dalam praktiknya partai politik dalam sistim politik
demokrasi perwakilan yang berlaku baik pusat ataupun dalam skala lokal (daerah-
daerah) di Indonesia belum dapat melaksanakan fungsi infra-suprastruktur dengan
semestinya. Partai politik hanya menjadi ajang bergaining action legitimasi

oligarki elite menjelang pemilu ataupun pemilihan kepala daerah langsung. Untuk



itu, pendewasaan demokrasi tidak dapat lagi bertumpu semata pada institusi
demokrasi perwakilan, tapi harus dibuka ruang-ruang alternatif untuk memperluas

partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan.

1.2. Aktor Utama Dalam Demokratisasi Lokal

Perluasan partisipasi publik mensyaratkan adanya ruang publik yang sehat
dan bebas dari intervensi kekuasaan dan pemilik modal. Tidak hanya pada saat
pemilihan umum, demokratisasi lokal merupakan wujud partisipasi masyarakat
lokal dalam proses pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu,
demokratisasi lokal menghadirkan adanya peran aktor dan atau elite politik lokal
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses
pemerintahan dan pembangunan di daerah, tak terkecuali dalam pemilihan
anggota DPRD ataupun Kepala Daerah.

Para aktor berperan dalam mengisi dan membangun ruang-ruang publik
sebagai bentuk rekonsiliasi demokrasi dan dilakoni oleh sabjek-subjek politik
yang saling bersinergi mengawal ketat berjalannya transisi politik lokal di
Indonesia. Dalam ranah politik, peran aktor ini ditandai oleh kehadiran empat
aktor utama vyaitu, political society yang di dalamnya terdapat anggota partai
politik, civil society merupakan kelompok/lembaga masyarakat yang memiliki
kharakter keswadayaan dan bebas dari pengaruh kekuasaan, the state adalah
public agency yang diwakili oleh pejabat pemeritahan dan struktur birokrasi, dan
economic society sebagai pelaku pasar dan pemilik modal.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Laurence Whitehead (1989) dalam
bukunya Siti Zuhro, merumuskan konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan

proses politik yang terjadi pada level prosedural atau lembaga-lembaga politik,



tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi terkonsolidasi bila aktor-aktor
(political society, economic society, the state dan civil society) menganggap
bahwa tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan
tanpa ada yang memiliki hak veto atas pemilihan dan keputusan yang telah
berlangsung secara demokratis. (RS. Zuhro,2009:19)

Pada prakteknya, orientasi para aktor pelaku politik sekarang ini
cenderung mengalami pergeseran, dari yang semula didasari orientasi idiologis
menjadi sekedar orietasi pragmatis yakni untuk meraih kekuasaan demi
kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal inilah yang sekarang menjadi trend
dalam perilaku aktor maupun elite politik lokal, dimana masing-masing aktor
utama saling bersinergi untuk meraih kekuasaan dan memobilisasi sumber-sumber
daya demi ke-berlangsungan dan kelanggengan tongkat estafet kekuasaan.

Preferensi di atas memunculkan adanya keinginan kuat para aktor utama
untuk menduduki beberapa jabatan strategis, yaitu sebagai aktor utama juga
sebagai elite politik. Seorang kepala daerah (the state), mantan kepala daerah,
mantan elite birokrat daerah juga menjabat sebagai ketua partai politik (political
society), sekaligus sebagai ketua organisasi kemasyarakatan (civil society), atau
menjadi ketua organisasi pengusaha tertentu (economic society) begitu juga
sebaliknya.

Otonomi daerah dan demokrasi lokal telah memberi kesempatan terbuka
bagi hadirnya aktor-aktor politik baru, termasuk para broker politik, elite politik,
elite birokrat, bahkan para pemilik modal. Latar belakang mereka sangat
bermacam-macam: bisa kyai, akademisi, mahasiswa, LSM, pengusaha, mantan

birokrat, tokoh adat, tokoh masyarakat, preman, dan lainnya.



Demokratisasi lokal di Indonesia kemudian diperkuat dengan adanya
pemilihan umum kepala daerah secara langsung atau yang lebih dikenal dengan
Pilkada sejak tahun 2005. Pilkada merupakan institusi demokrasi lokal yang
penting karena dengan Pilkada, kepala daerah yang akan memimpin daerah dalam
mencapai tujuan desentralisasi akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat
lokal secara langsung.

Kepala daerah terpilih inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam
pembangunan di daerah termasuk di dalamnya penguatan demokrasi lokal,
penyediaan pendidikan dasar, layanan kesehatan, perbaikan kesejahteraan rakyat,
penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good government) dan lain
sebagainya. Bagi calon petahana/incumbent yang maju untuk kedua kalinya,
Pilkada menjadi sarana masyarakat lokal untuk mengevaluasi Kinerja calon
selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala daerah.

Pilkada langsung sebagaimana diketahui bersama merupakan bentukan
dari proses desentralisasi di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Sejak 2001, Indonesia memulai kembali proses
desentralisasi yang terhenti sejak digagas pertama kali tahun 1933 oleh Hatta
dalam tulisannya “Autonomi dan Sentralisasi dalam Partai” dan selama sepuluh
tahun ini, kebijakan desentralisasi memberikan banyak warna terhadap perjalanan
demokrasi di Indonesia.

Dalam perjalanan masa transisi, politik lokal tanpa melalui desentralisasi
penguatan otonomi daerah, pendidikan politik dan partisipasi masyarakat bisa
membawa dampak negatif bagi perkembangan demokrasi. Kegagalan demokrasi

dimana demokrasi bisa memihak pada penguasa, uang dan kroni-kroninya dapat



dengan mudah mempengaruhi suara mayoritas, situasi transaksional dan irasional
akan terus menyelimuti.

Pada praktiknya, sistim pemilihan kepala daerah langsung tidak secara
otomatis membawa perubahan lebih baik dalam tatakelola pemerintahan daerah.
Peluang money politic, manipulasi suara, politisasi adat dan ikatan promordial,
mobilisasi masa tradisional atau irasional secara masif tetap berlangsung. Para
aktor/elite yang dekat dengan kekuasaan memainkan peran penting dalam pilkada,
minimal dalam menentukan calon yang akan berlaga dalam pilkada yang
kemudian terefleksi dari prosedural demokrasi.

Walaupun terjadi perubahan format kelembagaan dan prosedur demokrasi,
aktor-aktor tersebut akhirnya mampu dan berhasil menempatkan kroni dan
keluarga mereka dalam posisi-posisi strategis guna memastikan bahwa alokasi
sumberdaya berada di bawah arahan, kepentingan, dan genggaman orang-orang
kuat lokal (local strongman), bahkan aktor lokal memiliki peran strategis dalam
menempatkan, memuluskan dan memenangkan kandidat mereka dalam pemilihan
kepada daerah.

Pelaksanaan Pilkada selama ini diramaikan dengan tampilnya kembali
petahana atau sering disebut incumbent kepala daerah (pejabat yang tengah
memerintah). Dari wilayah yang telah melang- sungkan Pilkada hingga Desember
2006, sebanyak 230 orang kepala daerah incumbent (78.77%) maju kembali
mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Hanya 62 orang (21.23%) yang
tidak maju sebagai calon. Dari 230 kepala sebanyak 143 orang (62.17%) menang
dan terpilih kembali sebagai kepala daerah. Sisa- nya, sebanyak 87 orang (37.83%)

kalah.



Kepala daerah di Kutai Kertanegara, Bantul, Cilegon adalah contoh dari
kepala daerah yang bisa mempertahankan kursi kepala daerah. Sementara contoh dari
kepala daerah yang gagal terpilih kembali adalah kepala daerah di Bengkulu Utara,
Kutai Timur, Pacitan, dan sebagainya.

Besarnya peluang kepala daerah terpilih kembali ini tidak bisa dilepaskan
dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah yang tengah mejabat, baik
keuntungan langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung, selain aspek
popularitas, penguasaan akan sumber-sumber daya lokal yang tidak dapat
dipisahkan dalam jabatannya merupakan modal utama, di dalamya juga terdapat
sumber daya manusia baik yang berada dalam sistem politik lokal, maupun di
dalam struktur birokrasi. Sumber daya manusia ini terbagi dalam dua kelompok,
kelompok pertama adalah elite atau aktor lokal, dan kelompok kedua adalah massa
pemilih yang sudah diprospek sebelumnya.

Yang kedua adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan
adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Popularitas adalah modal utama
bagi kandidat yang maju dalam pemilihan langsung seperti Pilkada. Pemilih
pertama-tama akan memilih kandidat yang dikenal—paling tidak pernah didengar.
Sebagus apapun kualitas dari kandidat tidak akan banyak membantu jikalau
kandidat tidak dikenal oleh pemilih. Aspek popularitas ini dengan mudah bisa
didapat oleh kepala daerah petahana/incumbent.

Geliat Pilkada akhir-akhir ini semakin dinamis menandai dimulainya
pertarungan para calon kepala daerah di beberapa kabupaten/kota di Propinsi
Lampung. Hal ini terlihat dari dinamika masyarakat Lampung menyambut Pilkada

yang telah diselenggarakan pada tahun 2010 lalu. Pembicaraan mengenai pilkada



sudah menjadi bagian dari dinamika masyarakat Lampung, bahkan sudah menjadi
bahan pembicaran atau debat umum berbagai kalangan masyarakat mulai dari
gedung mewah, kampus, bahkan sampai ke warung pojok atau pinggir jalan.

Pilkada sepanjang 2010 lalu memberikan arti sendiri dalam realitas politik
dan demokratisasi lokal di Provinsi Lampung. Ralitas politik yang terjadi di
Provinsi Lampung relatif dinamis. Percaturan politik pada level grassroad
diwarnai tarik menarik dukungan parpol dan peran penting aktor atau elite politik
lokal dalam mengusung calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada.

Pilkada Kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah dilaksanakan pada
enam kabupaten/Kota secara serentak pada tanggal 30 Juni 2010 lalu, antara lain
Kabupaten Pesawan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur,
Kabupaten Way Kanan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Sebagian pasangan petahana atau incumbent gagal terpilih kembali dalam
enam pilkada se-Provinsi Lampung lalu. Berdasarkan hasil penghitungan Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung dan hasil penghitungan cepat
sejumlah lembaga survei disebutkan bahwa petahana yang gagal terpilih lagi
antara lain di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Incumbent
atau petahana adalah sebutan untuk pejabat yang masih memangku suatu jabatan
(politik, publik, atau administratif). Kegagalan pertahana ini tidak terlepas dari
peran aktor/elite lokal yang menjadi motor penggerak dalam memenangkan
calonnya pada saat pilkada berlangsung.

Di Kota Bandar Lampug sendiri tidak terlepas dari kehadiran aktor lokal
yang sangat berperan dalam proses pemilukada. Kekalahan yang dialami oleh

Incumbent walikota dan Incumbent Wakil Walikota Bandar Lampung, serta



hadirnya tiga pasang kandidat melalui jalur Independent memberikan warna
sendiri dalam dinamika politik lokal di Kota Bandar Lampung.

Partai Demokrat sebagai partai terbesar Pemilu legislatif 2009 tidak serta
merta dapat mendudukkan “jagonya* dalam posisi kepala daerah, begitu juga
dengan Partai Golkar sebagai runner up banyak gagalnya dalam memperjuangkan
calon kepala daerahnya. Lain hal datang dari PDIP dimana pasangan calon yang
diusung banyak menduduki posisi bupati dan walikota di Provisi Lampung.

Persaingan putra tokoh elite politik dan pejabat birokrat Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung kental mewarnai pergulatan demokratisasi lokal pada
pemilukada 2010 lalu. Rycko Menoza SZP. misalnya, bertarung melawan
incumbent Bupati Lampung Selatan Wendi Melfa untuk menjadi orang nomor
satu di Kabupaten Lampung Selatan. Rycko Menoza SZP Bupati Lampung
Selatan terpilih periode 2010-2015 adalah anak sulung Gubernur Lampung
Sjachroedin ZP yang juga merupakan ketua DPD PDIP Lampung. Kemenangan
ini juga tidak terlepas dari peran aktor politik Partai Demokrat, dimana Ketua
DPD Partai Demokrat Zulkifli Anwar mantan Bupati Lampung Selatan yang juga
mendukung Rycko sebagai calon bupati waktu itu.

Fenomena unik justru terjadi di Kota Bandar Lampung. Incumbent
Walikota Bandar Lampung Edi Sutriso berdampingan dengan Hantoni Hasan
yang diusung partai Demokrat, PKS PAN dan 5 partai koalisi lain gagal
meneruskan kekuasaan politik untuk kedua kalinya. Hal sama juga terjadi pada
incumbent Wakil Walikota Bandar Lampung, Kherlani berdampingan dengan
Heru Sambodo yang diusung partai Golkar, PKB, PPP, Hanura, Gerindra. Heru

Sembodo yang sebelumnya anggota DPRD Kota Bandar Lampung adalah Ketua



DPD Partai Golkar Bandar Lampung juga adalah anak Ketua DPD Golkar
Lampung, Alzier Dianis Tabrani.

Yang justru mengejutkan adalah terpilihnya pasangan oleh Herman HN
dan Thobronie Harun sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung
terpilih periode 2010-2015 yang diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan
Indonesia (PDIP) dan koalisi 20 partai gurem lainnya. Di luar dugaan Herman-
Thabroni meraup 34,85 % suara, diikuti oleh pasangan Kherlani-Heru 29,71%
suara beda tipis dengan pasangan Incumbent walikota Edy-Hantoni yang hanya
meraih posisi ketiga sebesar 27,77% suara. Hal ini berarti pasangan Herman-
Thobronie menang pada satu putaran.

Herman HN sendiri berlatar belakang seorang birokrat, yakni mantan
kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang sebelumnya menjabat
Kepada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan pejabat karir di
lingkungan Pemprov Lampung, Herman HN sebelumnya tidaklah populer
dibanding calon kuat lainnya terutama dari para Incumbent. Selain itu, Herman
HN juga menjabat sebagai Ketua organisasi kemasyarakatan Paku Banten Kota
Bandar Lampung yang merupakan organisasi paguyuban cukup populer di
Provinsi Lampung.

Peta politik dalam pemilukada di Bandar Lampung pada saat itu
mengerucut kepada kemenangan incumbent, hal ini diperkuat oleh para pengamat
politik dan survey-survey yang dilakukan sebelumnya yang meramalkan akan
terjadi dua putaran pemilihan antara pasangan calon Edi Sutrisno-Hantoni Hasan
melawan pasangan Kherlani-Heru Sambodo, namun pasangan Herman HN.-

Thabroni dianggap “kuda hitam” justru berlari cepat mendahului lawan-lawannya
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memenangkan pemilihan hanya dalam satu putaran dan terpilih sebagai Walikota
dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung periode 2010-2015.

Persoalan dinamika politik lokal dalam pilkada dapat dilihat dari perilaku
elit lokal. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran aktor masing-masing calon yang
berlaga. Berbekal pasokan “amunisi”, popularitas, serta jaringan massa yang dapat
diarahkan, menjadikan peran aktor lokal menjadi penting. Namun demikian, peran
aktor juga dapat menyebabkan kekalahan bagi kandidat. Perilaku elite/aktor lokal,
strategi yang tidak tepat sasaran, egoisme elite, keutungan pribadi serta kelemahan
dalam berkomunikasi politik justru dapat menjadi bumerang bagi para kandidat.

Peran aktor lokal tentu dapat memberikan pengaruh signifikan dalam
pemenangan kadidat pada pemilukada. Peran aktor dalam memberi dukungan
tentu dalam bentuk dan proporsi yang berbeda tergatung tingkat kedekatan,
kepercayaan, keahlian dan kapasitas aktor yang kemudian dijabarkan dalam tugas
dan fungsi masing-masing aktor yang bertujuan untuk memenangkan pasangan

kandidat tertentu yang akan berlaga dalam pilkada.

1.3. Perumusan Masalah

Melihat dari proses sebelum dan setelah berjalannya proses pemilukada di
Kota Bandar Lampung, masalah utama yang dapat dirumuskan dalam penelitian
ini adalah: Bagaimanakah peran aktor lokal pada pemilukada Kota Bandar

Lampung Periode 2010-2015?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
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1.5.

. Untuk mengetahui siapakah aktor-aktor lokal yang berperan dalam

mempengaruhi opini publik serta peran atau upaya-upaya yang dilakukan
pada saat Pemilu Kepala Daerah Langsung di Kota Bandar Lampung

periode 2010-2015.

. Untuk mengetahui siapakah aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan

pencalonan kepala daerah serta apa yang dilakukan oleh para aktor-aktor

dalam Pemilu kepala daerah Kota Bandar Lampung periode 2010-2015.

Manfaat Penelitian

Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti
sehubungan dengan peran aktor dalam Pemilukada di Kota Bandar

Lampung.

Memperkaya khazanah dan wawasan (Akademis) bagi pengembangan
IImu pengetahuan Politik Lokal dan Otonomi Daerah sehubungan dengan
peran aktor lokal dalam pelaksanaan pemilukada daerah-daerah di

Indonesia.

Memberikan rekomendasi/referensi sebagai pemikiran atau wacana yang
dapat digunakan dalam peningkatan kualitas pemilukada dan desentralisasi

di Indonesia.
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